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Pohon Perundangan Minerba
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Di sektor Minerba, peraturan perundangan utama yang berlaku adalah UU (Un-
dang - undang) Minerba yaitu UU No. 4/2009, yang sudah diamandemen
melalui penerbitan UU No. 3/2020. UU Minerba diterbitkan sebagai pengama-
natan langsung Pasal 33 UUD 1945 pada sektor Pertambangan Mineral dan
Batubara (Minerba).

Ditingkat PP (Peraturan Pemerintah), terdapat beberapa peraturan acuan
sektor Minerba, salah satunya PP No. 23/2010 mengenai Pelaksanaan Kegia-
tan Usaha Minerba. PP Ini telah beberapa diamandemen, dengan perubahan
terakhir ditetapkan melalui PP No. 8/2018. Pemerintah juga menerbitkan
beberapa PP lainnya sebagai regulasi turunan UU Minerba antara lain PP No.
22/2010 serta PP No. 55/2010.

Terkait peraturan implementatif, terdapat beberapa Permen (Peraturan Ment-
eri) yang menjadi acuan, antara lain Permen ESDM tentang Pengusahaan Min-
erba (Permen ESDM No. 25/2018, perubahan terakhir Permen ESDM
No0.17/2020) serta Permen ESDM tentang Evaluasi Pemberian IUP (Izin Usaha
Pertambangan (Permen ESDM No. 43/2015).




